
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN| KEDIRI

NOMOR { TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN MHMATTUHAN YANG MI\HA ESA

BUPATIKEDIRI,

Menimbang :a. bahwa dengan berrakunya undang-Undang Nomor 2g rahun 2009
tentang pajak Daerah dan Retribusi Daeirah, maka peraturan Daerah
Kabupaten Daerah ringkat il Kediri Nomor 6 Tahun lggg tentang
Retribusi lzin Mendirikan Bangunan perlu ,Jiganti ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daram huruf aperru membentuk peraturan Daerah tenrang Retribusi lzin Mendirikan
angunan ;

Mengingat : 1. pasal 1g

r"nun l#;a 
(6) undang - undang Dasar Negara Republik lndonesia

2' Undang-Undang Nomor 12 Tahun'19s0 teniang pembentukan 
Daerah_daerah Kabupaten daram Lingkungan prcrpinsi Jawa Timur."o"g"irrn"tetah diubah,r:"gri Undang_undann r";;; ;;;;;';* Aro**Negara Repubrik rndonesia Tanun tgos Nomor 1g, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 2730) ;3' Undang-Undang Nomor g Tahun tgat t"nt ng Hukum Acara pidana(l.embaran Negara Republik lndonesia Tahun 19g1 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 3209) ;4. Undang_Undang Nomor 2g Tahun

Negara yang Bersih dan gebas O"n'nnn 
tentang Penyelenggaraan

(Lembaran Nesara Repubrik ;,il"1:"?:;r:",11#"*:ff,rff
Tambahan Lembaran Negara Republik tndon""i. Nomor 3g51 ); ,5. Undans_Undang Nornor za r"ir" zo02 tentang ,"r;;;r;,Gedung(Lembaran Negara Repubrik tnoon..i" Tahun 2002 Nomor 134,Tambahan Lemb;nran Negara Republit tnoor""ia Nomor 4247);



?
6. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repubrik rndonesi. Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang_Undang' Nomor 'r2 Tahun 200g (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2Ot)7 tentang penataan Ruang
(Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2007 Nomor 6g,
Tambahan Lembaran Negara Republik lnclonesia Nomor 4725 ) ;8. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5Oa9) ;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang pembentukan
Peraturan perundang_undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2011 Nomor g2 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5234) ;

10. Peraturan pemerintah Nomor 36 Tatrun 2005 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang_Undang Nomor 2g Tahun 2002 tentang BangunanGedung (Lembar:rn Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor g3,
Tambahan Lembaran Negara Republik lnrlonesia Nomor4532) 

;1 1. Peraturan pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daeran;

12. Peraturan pemerintrah Nomor 7g Tahun 2005 tentang pedomanPembinaan dan per
(Lembaran r*".'n;;,Til i;:;::,:rgn 

pemerintahan 
Daerah

Tambahan Lemiaran.Negara Repubtik,"u"";;"'1";:::rr},r* r*,.:illHj, 
::Iilf, Nomor 6e ."i,, ,0.,0 tentans Tata cara

ffIlt ?:T:,;TI'= ^fi::i' ffi r ru:f ;l*ix;
s161); 

an Lembaran Negatra Republik rndonesia Nomor
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

;"*T: ;;":# llil 
Ke ua nsa n D; ; 

""0 Jl,ll "30:i",':ffi:;
21 1'ahun2o11; 

'dengan Peraturan Menteri o"r"'rvuguri Norl,
15. Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 2zPedoman reknis rzin M;;;;";-:'::.]l:T' .z4tPRr 

tMt2ooT tentans
1 6. peraturan ffi ;"rj#',[iff "rili:::.r,*,
__ 

Pembentukan produk Hukum Daerah, "hun 
201'l tentang

17. Peraturan Daerah Kabuorr." i-]r, ^,--

;ilx;;ffi}1 m: :i: Ii;J:ffi 
";I:#Lfl:il;

seri D) ; 
trah Kabupaten l(iediri rahun 2000 Nomor 10/D
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lS.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nornor 7 Tahun 200g tentang'

Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (l..embaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2008 Nomor4l) ;

19'Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nornor 34 Tahun 200g tentang' susunan organisasi dan Tata Kerja Kantor perayaanan dan perizinan
Terpadu;

20 Peraturan Daerah Kabupaten Kerriri Nornor 6 Tahun 201 ,r tentang
Bangunan Gedung;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWMII.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan

BUPATIKEDIRI

Menetapkan :pERATURAN
BANGUNAN.

MEMUTUSMN:

DAEMH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

DE 
pasal 

1

, 'li1"J1t:l:lD-aerah inivans dimaksud <lensan :

2 ;fiH"L;,3:f iffi,il :H:rintan rauulaten Kediri3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.4' pejabat yang ditunjuk adaiah pejabat yang ditunjuk oreh Kepara Daerah.t 
:"1Tlit"j",i *,!'H',j;' 

orans dan/atau modar vans merupakan

;:*,##il:",t#ffiT;,,i:i,#Xl**fr,r,=i
, fT!!utya1, ,"*,irui"1,, ii,t,",1i;,Tiii'"il;.311""ff1*;sosiatpotitik atau orsanisasi rliyyr, ,"ro"i",i* ie,rliux Oaoan tainnyatermasuk kontrak investasi kolektiidan O_"i* ,""* i*r.6. Bangunan Gedung aAahn

oensan 
"",p",-i,Joro";:;::'! 

fisik. hasil pekerjaan vang menvatu
atas danlatau O, Or", i"rr", 

sebagi;rn atau seluruhnya Uur"Or oi

,f 
moatmanus"ilil;1,\:rTj?jil;:rrr":lr,:,fl lfl j:r:,r;

'#li: HJ;J; ix,Jiln 
k""s ",* ; k;"';';; J,' r" g i,t" n .o"i" r,

7. R

_i:y*irfi 
"[: 

":#;,il $i,Jj,.1* ;;:: i::,, 
*,," d si ns ka,

_ kabupaten yang terah diterapkan dengarr peraturan ;;#:rn 
wirayah
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8. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRB
adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dilingkungan yang

diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada lokasi tertentu;

9. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjr"rtnya disingkat KDB adalah' koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan
luas persil/ kaveling/blok peruntukan.

''lO. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah
koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan
gedung dan luas persiU kaveling/blok perr.rntukan.

'11. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
proserltase perbandingan antara ruas scrruruh ruangan terbuka diruar
bangunan gedung yang dipertemukan tragi pertamanan/penghijauan
dan luas tanah perpetakan/daerah perenelnaan yang dikuasai sesuai
Rencana Tata Ruirng dan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan;

12. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah
angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak
basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan
dan lingkungan;

13. lzin Mendirikan Bangunan yang seranjutnya disingkat rMB adarah
perizinan yang diberikan oreh pemerintah Daerah kepada pemirik
bangunan untuk membangun baru. mengubah, memperluas,
mengurangi danlatau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

14' Pemegang izin adarah orang pribadi ati,u badan yang diberikan izin
untuk mendirikan, merubah, dan/atau mengembangkan bangunan.l5 lndeks terintegrasi atau terpadu aderrah birangan hasir korerasi
matematis dari indeks parameter_pararneter fungsi, klasifikasi, dan
waktu penggunaan bangunan gedung, sr:bagai faktor pengali terhadap
harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.

16' Retribusi rzin Mendirikan Bangunan yang seranjutnya disebut retribusi
adalah pungutan atas pemberian lzin Mendirikan Bangunan oleh
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.

17 ' Retribusi perizin;an Tertentu adarah retribusi atas kegiatan tertentuPemerintah Daerah dalam rangka pembr:rian izin kepada orang pribadiatau badan yang dimaksudkan unluk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,penggunaan sumber daya alam, bar,ang, prasarana, sarana danfasilitas tertentu guna melindungi fepentingan umum dan ,*j;;;kelestarian lingkungan.

'18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurutperaturan perundang-undangan retribusi diwajibkan ;; il;;r;pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusitertentu;
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19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegi€rtan mulai dari penghimpunan

data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang

. terutang sampai kegiatan penagihan rekibusi kepada wajib retribusi

serta pengawasan penyetoran;

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,

adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Leb,ih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetaprrn retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumrah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

23. surat setoran Retribusi Daerah, yang seranjutnya disingkat sSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang terah dirakukan
dengan menggunakan formulir atau telah rJilakukan dengan cara lain ke
Kas Daerah melalui tempat pembayara n yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah.

24. Penyidikan adarah serangkaian tindakan yang dilakukan oreh penyidik
Pegawai Negeri sipir yang seranjutnya disebut penyidik, untuk mencari
serta mengumpurkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang bangunan gedung dan retribusi daerah yang terjadi
dan menemukan tersangkar.rya.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpurkan dan mengerora data dan/atau keterangan rainnya daram
rangka pengawasan, kepatuhan berdasarkan peraturan perundang_
undangan.

26. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan
peraturan perundang_undangan di bidang bangunan gedung, retribusi
daerah dan upaya penegakan hukum.

27. Pembinaan penyelenggaraan bangunirn gedung adalah kegiatanpengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangkamewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingger setiappenyelenggaraan bangunan gedung dapat bertangsung tertib, dantercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya,serta teru/ujudnya kepastian hukum.
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BAB II

NAII,A, oBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2
Dengan nama Retribusi rzin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pemberian rzin Mendirikan Bangunan .

Pasal 3
(1)obyek Retribusi lzin Mendirikan Bangunan adarah pemberian izin untukmendirikan suatu bangunan.
(2)Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adarah pemberian rzin untuk Bangunan mirik pemerintah, pemerintah

Provinsi dan atau pemerintah Daerah .

Pasal 4
subyek Retribusi adarah orang pribadi atau badan yang memperoreh rzinMendirikan Bangunan dari pemerintah D"";;.---" '

c o r. o N G:,nrBJ'lr*, r r.,

Retribusi lzin MendirikanPasal 
5

perizinan Tertentu. Bangunan digolongkan sebagai Retribusi

cAna MENGUTruR rNBS[iY pENGGUI\IMN 
JAsA

(1) Tingkat penggqnaan ,l-T'' u

m""inu"io"i"#;il',i1,r,:::iii'r:,[tJtltlr:.Jfi 
:1ffi #fi Iprasarana bangunan gedung sebagai *nnli ,"ri*

_^. 
dalam proses perizina-n. 

--'J 'vvqvq' ttrrgt<at tntensitas penggunaan jasa
(2) lndeks kegiatan Oan

dimaksud pada ayat,rlllo* .terintegrasi atau terpadu sebagaimana
ini. ' -' r ') tercantum dalam Lampiran I peraturan 

Daerah

pRrNsrp vANG DrANur rdiiiffrApAnr srRuKruR DANBESARNYA TARIF RETRIBL.i, ""

(1) prinsip dan sasaran o. 
Pasal 7

untuk menutup sebl:T-penetiapan 
retribusi didasarkan paaa tujuan

pemberian izin. --Jaglan atau seluruh biaya penyelenggaraan
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya ( Pembinaan-
penyelenggaraan bangunan gedung, admirrristrasi IMB dan Penyediaan

Formulir) besarnya retribusi dan tingkat pen,ggunaan jasa.

BAB VI

STRUKTUR DAI.I BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi lzin Mendirikan Bangunan

ditetapkan sebesar Rp. 8.000,- / M2 (delapan ribu rupiah per meter
persegi).

(2) Besaran pokok retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) derrgan tingkat penggunaan jasa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayai (1).

Pasai 9
(1) Besarnya satuan tarif retribusi bangunan konstruksi rain sebagaimana

tercantum dalam Lampiran ll peraturan Daerah ini.
(2) Besarnya trarif retribusi bangunan konstruksi lain didasa*an pada hasil

perkarian dari satuan tarif retribusi sebagbrmana dimaksud pada ayat (.r)
dengan luas bangunan.

(3) Besamya tarif retribusi bangunan br-'rdasarkan tahun pendirian
sebagaimana tercantum daram Lampiri:rn peraturan Daerah ini,
dengan rumus sebagai berikut :

Retribusi = Luas 1M2; x lndeks lntegrasi x Jenis Bangunan x Harga
satuan

Pasal 10
(1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perekonomian.

(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
ditetapkan dengar, peraturan Kepala Daerah.

pada ayat (1)

perkembangan

pada ayat (2)

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

pasal 11
Retribusi yang terutang dipungut Ci wilayah Daerah.



a-.

8'
BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

R'etribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB IX
PENENTUAN PEMBA'TARAN DAN TEMPAT I]EMBAYAMN

Pasal 13
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka

pasal 14
Pembayaran retribusi dilakukan di tempat perayanan atau di tempat lain
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATACARA PENAGIHAN

pasal 15
(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan menggunakan STRD.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 16
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajur;an keberatan hanya kepada

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen iain
yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalar.n bahasa lndonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka raraktu pating lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggar .KRD diterbitkan, kecuari jika wajib Retribusi tertentu
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak aapat Oipenutri tarena
keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di l.rar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.
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(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan

pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17
(1) Kepala Daerah daram jangka wahu paring rama 6 (enam) buran sejak

tanggar surat Keberatan diterima harus memberi keputusan' atas
keberatan yang diajukan dengan me.erbitkan surat Keputusan
Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.

(3) Keputusan Kepara Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau n.renambah besamya Retribusi
yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimak:i;ud pacta ayat (1) telah lewat
dan Kepala Daerah tidak nremberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18
Jika pengajuan lieberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,kelebihan pembayaran Retribusi dike,nbalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan untuk paling lama 12(dua belas) bulan.

lmbalan bunga sebagaimana <limaksud pada ayat (1) dihitung sejakbulan pelunasan siampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

(1)

(2)

pENG EMBALT^- 
^:[BJJ^N 

pEMBAyAMN

Pasal 19
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukanpermohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
(2) Kepala Daerah dalam jangka *utt, p"fing t"r" O 1"n"ry bulan, sejakditerimanya permohona

sebasa ima na d i,"k. d ; 
j;jil 

f 11: ffi##fiffi ::: 
retri bu s i

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetahdilampaui dan Keperla Daerah tidak menrberik:
permohonan pensembatian pembayaran nonor.,tl,"illll ;I"Tffi
ff;:^*Oat 

harus diterbitkan datam i"ngt ., *rktu pating tama 1 (satu)
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(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(li)Pengembalian kelehihan pembayaran pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalan jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar
2o/o (dua persen) seburan atas keterrambatan pembayaran kerebihan
pembayaran Retribusi.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Hak untuk merakukan penagihan Retribusi menjadi kedaruwarsa seterah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi medakukan tindak pidana di
bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Waiib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, kedaluwat

suet reguran ,"ou,I 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya

(4) Pengakuan utang Retribusi secara rangsung sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retritrusi dan belum melunasinyakepada pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuanpermohonan angsumn atau penundaan pembayaran dan perrhohonankeberatan oleh Wajib Retribusi.
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BAB XIV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANCiAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 21
(1). Kepala Daerah dapat memberikan perngurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi.

atau keringanan retribusi sebagaimana
dengan memperhatikan kemampuan wajib

(3). Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
dengan melihat fungsi objek retribusi.

(4). Tata cara pemberian pengurangan, kr:ringanan dan pembebasan
retribusi lebih lanjut diatur dengan peraturirn Kepala Daerah.

BAB XV
INIJENTIF PEMUNGUTAN

(2). Pemberian pengurangan

dimaksud pada ayat (1 ),
retribusi.

Pasal 22
(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan retribusi lzin Mendirikan

Bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu,(21 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur rebih ranjut dengan peraturan Kepara Daerah.

"frHl,-
Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerahdapat diberi kewenangan untuk melaksanakan
peranssaran ketentuan-ketentua n daram peraturan i:rf ':i: terhadap

(2) Wewenang penyid:k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan ataulaporan berkenaan d,

dan retribusi Or"r"n"nn"n 
tindak pidana di bidang bangunan gedung

dan jeras; 
agar keterangan atau laporan tersebut lengkap

b. meneliti, mencari di

:**;:: .:il*,il:r;[iiT:#*il]ffi
retribusi daerah ;
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c. meminta keteranl3an dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang bangunan gedung dan

retribusi daerah ,

. d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain

yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang bangunan gedung

dan retribusi daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, petrcatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan

penyitaan terhadap bahan buki tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalanr rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang bangunan gedung dan retribusi

daerah ;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana rlimaksud

pada hurufe;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang

bangunan gedung dan retribusi daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang bangunan gedr.rng ;

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikarn hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan Undang_undang Nomor g tahun 19g1
tentang Hukum Acara pidana.

BAB XVII
SANKSI ADM!NISTRATIF

Pasal24
(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membar/ar tepat pada waktunya ataukurang membayar, dikenakan sanksi adfftinistratif berupa bunga sebesar

2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak ataukurang dibayar dan ditagih dengan ,"ng!rn"*rn Surat TagihanRetribusi Daerah (Sfnoy. 
,(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didahului dengan surat teguran.



BAB )w* 
tt 

'

KETENTI.JAN P]DANA

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
' 

merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau dernda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang

terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayal: (1) merupakan penerimaan

negara.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat berlakunya Perafuran Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat ll Kediri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi

lzln Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll

Kediri Tahun 1999 Seri B Nomor 10/B), <licabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pas€,l 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelakeanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanglyal diundangkan.
Agar aetiap orang dapat mengetahuinya, nremerintahkan pengundangan
Perafuran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

undangkan di Kediri

rda L - I -2012

KABUPATEN KEDIRI
q

- 2012



PENJELASAN

,ERAT,RAN ooeinriiosupArEr,r KEDr Rr
NOMOR { TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

UMUM

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. olehl:arena itu, pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataanruang sesuai dengan peraturan perundang_undangan.
Pengaturan pe*yaratan teknis banguna-n geoung mengatur rebih ranjutpersyaratan teknis tatra bangunan dan keandaran bangunair 

"g", 
-;i.y"oi"t 

darammendirikan bangunan mengetahui secara jeras persyaratan teknis yang harus cripenuhisehingga bangunan 
93OunS1Va dapai menjamin keselamatan pengguna danlingkungannya, dapat ditempati secara aman, i"i"t, nyaman dan aksesib-ei sehinggasecara keseruruhan dapat memberikan jaminan tenrujudnya bangunan gedung yang

L::?:ff:l"l?tk 
huni' berjati 'Jiri dan produktir serta serasi dan seraras densan

Dengan berlakunya Undang_undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajakDaerah dan Retrrbusi Daerah poraturen ol"r"i Lorpaten Daerah ringkat , KediriNomor 6 Tahun 'l9gg tentang Retribusi r.iLr,,l"nairit"n Bangunan sudah tidak sesuailagi dengan peftembangan saat ini sehingga p"rt, o,,in;", kembali.

sehubungan dengan har tersebut di atas, m.ka perru mengatur kembariBansunan Geduns di Kalupaten K";;;;;;;;;kan rlatam peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

CrJkup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal s

Cukup jelas
)asal 6

Cukup jelas.
)asal 7

Cukup jetas.
)asal 8

Cukup jelas.
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Pasal 9

Cukup jelas.

asal 10

Cukup jelas.

Pasal 1 1

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

- pasal 19

Cukup jelas.

. pasal 20

Cukup jelas
pasal 21

Cukup jelas.
pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
pasal il4

Cukup jelas.
f)asal ;2S

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAEMH IGBUPATEN KEDIRINOMOR TIO
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LAMPIRAN I :PEMTURATI DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL - .2012

INDEKS TERINTEGRASI

A. INDEKS KEGIATAN :

NO KEGIATAN INDEKS
1.

2

Bangunan Gedung
a. Pembangunan bangunan gedung baru

b. Rehabilitasi/renovasi :

(1) rusak sedang
(2) rusak berat

c. Pelestarian/Pemugaran :

(1) pratama

(2) madya
(3) utama

Prasarana bangunan gedung

a. pembangunan baru

b. rehabilitasi/renovasi
(1) rusak sedang
(2) rusak berat

1,00

0,45
0,65

0,65

0,45

0,30

1,00

0,45

0,65

B. INDEKS PARAMETER:

gedung di atas p€rmukaan tanah
lndsks parameter fungsi t)angunan geduno
a.runqst huntan :

(1) rumah tinggal tunggal sederhana
(2) selain rumah tinggal tunggal sederhana

dan rumah deret seder
fungsi keagamaan

d. fungsi sosial dan budaya
- bangunan gedung kantor milik Negara
- bangunan gedung fungsi sosial dan budaya

selain bangunan gedung milik Negara
e. fungsi khusus
f. fungsi ganda/campuran

lndeks parameter klasifikasi bangunan gedung
a. tingkat kompteksitas dan tingkat teknotogi :

(1) sederhana
(2) tidak sederhana
(3) khusus

0,0s
0,50 .' '

0,00 _

:{

0,00
1,00

2.00

4,00



(1) permanen

(2) semi permancn
(3) darurat

c. ketinggian bangunan gedung berdasarkan
jumlah lapisftingkat bangunan gedung :

- tinggi
- sedang
- rendah

d. lokasi :

- tepi jalan nasional
- tepi jalan provinsi

- tepijalan kabupaten
- tepi jalan desa

e. kepemilikan bangunan gedung :

- Negara

- Yayasan

- badan usaha
- perorangan

lndeks param€|ter waktu penggunaan bangunan
godung :

a. bangunan gedung dengan masa pemaniaaian
sementara jangka pendek paling lama 6
(enam) bulan

b. bangunan gedung dengan mase pemanfaatan

somentara jarBka menengah paling lama 3
(tiea) tahun

c. bangunsn godung dongan masa pemanfaatan
lebih dari 3 (tiga) tahun

Bangunan g€dung di baweh permukaan tanah
(basemerd), di atae/bawah permukaan air,
piasarana dan sarana umum,
Untuk bengunan gedung ateu bagian bangunan
gedung ditetapkan indeks pengali tambahan
sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks
terintegrasi

1,00

0,70
0,40

1,00

0,70

0,50
0,40

0,00
0,40 -

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. DIRI

SEK(ETARIS

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

SUPOYO

RAH



LAMPIMN II :PEMTUMII DAEMH KABUPATEN KEDIRI
NOMoR . t{ TAHUN 2012
TANGGAL: 6 - a - ZOIZ

SATUAN TARIF RETRBU$ BANGUNAN KONSTRUKSI LAIN

Konstruki pembatadpenaharv
p€ngamen

Konstruksi perkerasan

Konstrukai penghubung

Konstruksi menera/towor

Konstruksi monumen

Kontruksi Papan Reklame

Konstruksi instelssi/gardu

Konstruksi mecanical electrical

a. Lapangan upacara
b. Lapangan Olah Raga Terbuka
c. Lantai Jemur

a. Jembatan antar bangunan

b. Jembatan penyeberangan

a. Kdam ronang

b. Kolanr pemancingan

c. Pengolahan limbah cair dan/atau
padat

a. Menara antenna

b. Menara reservoir
c. C€robong

e. Tugu

b. Patung

c. Gapura

a. Bando Jalan
b. pspan bediang (t+l)

lnstalasi lbkik
lnstala6i telepon/komunikasi

lnstalasi pengolehan

a. lift
b. escalator/tangga berjalan
c. travelator/ban berjalan

2.OOOIM2

2.OOOIM?

2.000/M'?

10.000/M'?

4.000/M2

3.000/M2

2.OOO/M2

6.000/ M'z

50.000/M'

20.000/M'

50.000/M'

20.000tM2

10.000/ M2

4.000/M2

25.000/M'

20.o00tu'

4.000n
4.000/M

4.000/I,t2

50.000/unit

50.000/unit

50.000/unit



I.AMPIRAN III :PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : T{ TAHUN 2012
TANGGAL: b - L - 2012

TARIF RETRIBUSI BANGUNAN BERDASARKAN TAHUN PENDIRIAN

BUPATI KEDIRI,

sr.fTRtsNo

t{o. I3ANGUNAN YANG DIDIRIKAN TAHUN RETRIBUSI

1.

2.

3.

4.

5.

Sampai dengan '1998

1999 sampai dongan 2001

2002 sampaidengan 2AM

2005 sampai dengan 2006

2007 s,d sokarang

50 % dari retribusi yang berlaku

60 % dari retribusi yang berlaku

70 o/o dan retribusi yang berlaku

80 06 dari retribusi yang berlaku

'100 % clari retribusi yang berlaku



. CONTOH:

') Pembangunan bangunan baru, lndeks
.) Waktu penggunaan bangunan, tetap
-) Fungsi bangunan, hunian

') Luas bangunan

lndeks Bangunan = lndeks x Bobot

- Tingkat kompleksitas, sederhana

- Tingkat permanensi, permanen

-- - Lokasi, di tepi jalan desa

- Ketinggian bangunan, rendah

- Kepemilikan,perorangan

CONTOH PENGHITUNGAN RETRIBUSI

1,00

1,00

0,5

80 M2

Pembangunan baru Rumah tinggar yang berada di tepijaran Desa dengan ruas g0 M2

0,40 bobot 0,25 = 0,10

1,00 bobot 0,20 = 0,20

0,10 bobot 0,15 = 0,015

0,04 bobot 0,10 = 0,0M

0,70 bobot 0,05 = 0,035

= 0,354

lndeks Terintergrasi = Fungsi bangunan x indeks bangunan

= 0,5 x 0,354

= 0,177

HARGA IJATUAN RETRIBUSI = Rp. 8.ooo,o0

JTJMLAH TIETRTBUST = Luas (M2) x rndeks rntegrasi x Bangunan baru x Harga satuan
= 80 x 0,177 x 1,00 x B.OOO

= Rp. 113.280,-

J;']di jumrah retribusi pembangunan l)aru Ru..nah tinggar yang r)erada di tepi jaran Desa dengan
luas 80 M2 yang harus dibayarkan sebesar Rp. .113.2g0,00


